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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya juga memiliki badan hukum
dengan tujuan memberikan keadilan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat di
Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana dari kekuasaan
kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur
dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang
No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam
melaksanakan tugasnya tentunya dapat melakukan kesalahan, oleh karena itu
munculah kode etik hakim konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi No. 9 Tahun 2006 tentang kode etik hakim konstitusi atau dikenal
sebagai Sapta Karsa Hutama. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi
bersifat final dan mengikat bagi seluruh masyarakat bukan hanya pada pihak yang
bersengketa. Penelitian ini bertujuan mengetahui eksistensi putusan yang
dikeluarkan oleh hakim konstitusi apabila dalam proses persidangan melakukan
pelanggaran kode etik. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Kode Etik, dan Putusan MK
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